










1. Ruang Lingkup tanggung jawab Perusahaan angkutan kapal perairan 
pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan dalam 
praktek/ kebiasaan terdapat 2 (dua) macam tanggung jawab yaitu tanggung 
jawab semenjak barang muatan atau penumpang dilepas di lambung kapal 
pelabuhan muat dan berakhir hingga pelabuhan tujuan, dan diawali 
semenjak barang masuk gudang shipping company pelabuhan muat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
berakhir hingga gudang shipping company di pelabuhan tujuan hingga 
barang diserahkan pengirim atau pemilik. Terkait pembebasan tanggung 
jawab pengangkut juga ditegaskan dalam Pasal 470 WvK yang 
menggariskan bahwa pengangkut berwenang untuk mensyaratkan bahwa 
ia tidak akan bertanggung jawab dari suatu jumlah tertentu atas tiap barang 
yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai 
barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan. Selain di dalam 
Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai 
pertanggungjawaban ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 
tahun 2008 tentang perkapalan berdasarkan Pasal 40 yang menyebutkan 
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dan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan 
kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen 
muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
disepakati. Perusahaan pengangkut dapat dibebaskan dari beban 
pertanggung jawaban dengan persyaratan perusahaan pengangkut dapat 
membuktikan kerugian yang ada bukan disebabkan oleh kesalahannya 
Pasal 41 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang 
pelayaran. 
2. Kapal yang layak untuk melakukan pengangkutan harus dalam keadaan yang 
memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dimana 
dari semua standar tersebut disimpulkan bahwa syarat utamanya yaitu : 
a. Persyaratan kapal; 
b. Persyaratan SDM; 
c. Persyaratan pengoperasiannya;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
d. Pengaruh faktor external terhadap pengoperasian kapal. 
Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, maka kapal harus 
memenuhi semua persyaratan mengenai keselamatan berdasarkan aturan-
aturan yang diatur baik sesuai aturan nasional maupun Konvensi 
Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 
 









1. Perusahaan pengangkutan kapal dalam mengoperasikan Kapalnya 
perlu memenuhi semua standar kelayakan kapal yang telah ditentukan 
oleh Pemerintah melalui regulasi nasional maupun sesuai konvensi 
yang telah diratifikasi oleh Indonesia;  
2. Pemerintah selaku  pengawas dan pemberi izin sebuah kapal untuk 
beroperasi dan dianggap layak, pemerintah harus tegas dan siaga 
dalam pengawasan dan harus lebih teliti dalam memberikan izin. 
3. Pengawas Pelabuhan perlu secara berintegritas untuk melakukan 
pemeriksaan dengan cermat agar setiap kapal yang dioperasikan telah 
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